
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KAUMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIKATINGAN
NOMOR 27 TAHVN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN

TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KAE}UPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi rzi,- Tempat penjualan Minuman Beralkohol

diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang

berd.asarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan

memPerhatikan Potensi daerah ;

Mengingat

b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2ol2 tentang
petunjuk Pelaksanaan Retribuii tzin Tempat nelj_u{an Minuman
Beralkohol Di Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini,
sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b d.iatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Katingan;

: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lemba:ran Neg}a Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1OO,

Tambahan Leribaran N"gara Republik Indonesia Nomor 3a95);

2. undang-undang Nomor 5 Tahun 2oo2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katiirgan, Kabupaten Seruy_an, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamindau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Timur di Frovinsi raiimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18 Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a18O);

3. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negara-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor

+7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286l,;

4. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);



5.Undang.UndangNomor-28Tahun200gtentangPajakDaerah
danRetribusiDaerah(IrmbaranNegaranepuutitlndonesia
?ahun 2OOg-N;or fgO,tambJan rcLbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

6.Undang-UndangNomor12Tahun2oll.tentangPembenttrkan
Peraturan 

- 
p!runaang-Unaang ['"*Ua{an Negara Republik

Indonesia Tah; zaLL Noqtti;z' Tambahan Lembaran Negara

ii"p"Ufif. Indonesia Nomor 52341.;

T.Undarrg-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara 

-d;p"bli5 
Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 55g7) sebagaim*" 
^*r"rr-Jiru"t 

beberapa kali terakhir'

dengan U"'aa"*-ri"6"*U No*ot g Tahun ?ALS tentang

PerubahanKeduaAtasu"a"''g-u"aangNomor2STahun2oL4
tentang p"*oi'tahan D;;;t ['em!a1an Negara Republik

IndonesiaTahun2ol5No*o'sS,TambahanlrmbaranNegara
n"PrUUf. Indonesia Nomor 56791;

S.PeraturanPemerintahNomor66Tahun2ooltentangRetribusi
Daerah (Lembaran N"g; ntpt:.Ufift Indonesia Tahun 2OOL

Nomor t 19) Tambahan l,emuaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4L391;

g,PeraturanPemerintahNomor53Tahun20ostentangPengelolaan
Keuangan ;;;;A fi'emuqan-Negara [epublik Indonesia Tahun

2oos Nomor 14o, t"*u.rr""" L"*b^ru, Negara Republik

Indonesia Nomor 45781;

l0.PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor16Tahun2oLL
tentangnetriuusiPertzinan-t"'t",,t,,-DaeratrKabupatenKatingan
(Lembaran oaerah x"uup.t"ri ri"ti"g* Tahun 2011 Nomor 16);

1 1. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2oL6

tentangpemuentut<andanSusunanPerangkatDaerah
Kabupate, ii"ti"s* _ tl,emuaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 20l6Nomor 65 , T;;Jan Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 35);

12. Peraturran Menteri Perdagangln 
" 

Indonesia Nomor 06/M-

DaglPerl,lzals,peruuJLKeduaAtasPeraturanMenteri
perdagangan Nomor 

'2o 
/M-Dag/Per / 4 | 2014, tentang

pengendjian dan pengawisan Terhadap Pengadaan, Peredarano

Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN EUPETI TAfiNiM 
- 

NOTUON 27 TAHUN 2AL2

TENTANG PETUNJUK PBT'AiiSENTEAN RETRTBUSI ffiIN TEMPAT

PENJUAI.AN MINUMAN EBRAii{OHOL DI KABUPATEN KATINGAN'

Pasal I

BeberapaketentuandalamPeraturanBupatiKatinganNomor2T
Tahun 2Ol2 tentang p"t**llE p"i"r.*^"aan ngqlbusi Izin Tempat

Penjualan lvrin rril"-e"ralkoho1 iB4;.?aerah-Kabupaten 
Katingan

Tahun2o:r2No*o'71},diubahsebaqaiberikut:



1. Ketentuan Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 6 dan

Angka 19 diubah, sehingga p"""f 1 Angka 6 dan Angka 19

beibunYi sebagai berikut :

BAB I

"o'H#-tIMUM

6.BadanPenanamanModalDanPelayananTerpaduSatu
PintuadalahBadan"'."*lefatcsSnakanPelayanan
Pemberian Perizinan u""'i* terpadu di Kabupaten

Katingan;

Lg. Penjual Langsung adalah orang pribadi atau badan hukum

yang menjual secara """i*miiuman 
beralkohol'

z.KetentuanBabVKErENTUANDANTATACARARETRIBUSI
IzrN TEMPAT PENJUALAN iliitluMAN BERALKOHOL Pasal 8

ayat (1) ai;'f" sehingga ;;;; a 'v"t 
(1) berbunyi sebagai

berikut:
Bab V

KEf ENr?tili,fr tl*h;mnmlm"ru.rEMPAr
Pasal 8

(1) Guna proses pengurus art petiz-'it* ?*pati membentuk tim'

yang *"iiO^tft* -i'*t""*i ilruit sebagai Tim Teknis yang

ftglrffpenanaman Modal Dan pelayanan Terpadu satu

,. rffi perindustrian, perdagangan Koperasi dan UMKM

KabuPaten Katingan;
3. Dinas-Xl""t'"ttn-Kabupaten Katingan;

4.Badan-ii**t,*,,"""-;*;rt"ii:1"ffiT#""#fi"-H"
5. KePala Kantor Sa

perlindungan Mlsyarakat Kabupaten Katingan;

o. eagiai;;k"* s"io"turi"i paeiatr Kabupaten Katingan'

S.KetentuanBabVILARANGAN'KEW-AJIBAN'PENGAWASAN
DAN PENGENDALTAN MINUdi.i'BERALKOHOL Pasal9 ayat (4)

diubah, P;;;- ;v"t (4) berbunvi sebagai beriktrt :

Bab VI

LARAN GA*, **u#", 
^tx*xtmm 

Bfl 
PENGENDALIAN

Pasal 9

(a) Sub distributor dilarang menyalytf"t minuman beralkohol

secara bebas kepad'"mi;y*'ryt''P'* n":t*-Intuk
pengecer ymq-Tltl, *"*itt"f"f iztn tempat penjualan

minuman L"'itUonol dari BuPati'

4. Ketentuan Bab VI LARANGAN' KEWA-JEIN' PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN MINUMiN.bBNET'TOHOL PASA1 9 AYAI (5)

dihaPus'

5.KetenaTanBabVII,ARANGAN,KEfMAJIIIN,PENGAWASANDAN
PENGAWASAN DAN PBUCBNNNI'TEN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal tO aYat (2) dihaPus'



6.

7.

Ketentuan Bab VI LARANGAN' KEWt{-IPl'Ii PENGAWASAN

DAN pENGENpniren UiNUrtreN ,ERALTOHOL Pasal 1l' huruf

d dan huruf e dihaPus'
KCtCNIUAN g"U Vii?ArE CARA PEMBERIAN IZIN PASA1 L2 AYAI

(1) diubah, *"t'itgg* pa**t L2 a1'i(1)berbunyi sebagai berikut i

Bab VII
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

(1) Setiap orang pribadi .?t"l Badan Hukum yang mengajukan

izin -"b;;;;t ai*urt*"a Pasal 6 avat l2)' harus

mengajukinpermohonan-tertuliskepad,aBupatiKatingan
melaluiBadanPenanam*n-r,r"a"rDanPelayananTerpadu
satu pintu Kabupate" 

-r"ti"g"" dengan menggunakan

formulir sebagai berikut :

*. p"rrg*:ilo-- permo-honan izin penjualan/pengecer

*irr,,'i'l? u"tirtotiol *tttg""akan Model yB- t i --'-.' *
b' Peng4i;;- 

- ptt*ot'of" izin penjualan mrnuman

beralkoholuntuksubdistributormlngunakanModel
MB-2.

8. Ketentuan Bab VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 13

diubah, u.nffi* p"*J 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Persyaratan untuk 
- 
memperoleh - 

izin sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6- aiat (+) peraturan ini adalah

;*?iff 
o"'f$"*" minuman beralkohol untuk

Penjual/Pens999l *
1. F"; ;;d KTP Pemilik/Penansgung Jawab;

2. Foto coPY SITU/HO;
3. F;;; ;";y "tttt 

p"rusahaan tbagr perusahaan yang

berbadan hukum);
4. Tanda daftar Perusahaan;
5. Surat izin usaha Perdagangan;
6. g"kd setor lunas retribusi;
7. Foto copy izinlatna bagi perpanJangan;

8' Rekomendasi i"ti 
-rip:"r"' rantor Satuan Polisi

Pamong Praja D ;-' Perlindungan Masyarakat

KabuPaten Katingan; -
g.Rekomendasiffii,KepalaDinasKesehatan

Kabupaten Katingani 
sub distributor minumanb. Izin PenYaluran

beralkohol:
1' ;;;;opv KTP Pemilik/Penarlgsung Jawab;

2' Foto coPY SITU/HO; "
3' 

^F';;; 

"opv 
akte perlrsahaan (bagr perusahaan yang

berbadan hukum);
4' Tanda daftar Perusahaan;
5. Surat izin usaha Perdagangan;
6. f"tti setor lunas retribusi;
7 ' Tanda daftar gudang; rortir
8' Surat penurSukan dari produsen atau 1mI

*i";H; beralkohol sebagai distributor;

s. il;;;Pl' tzin lanabagi PerPanjangan;
10' Daftat *i"t'** beralkohol;



11. Rekomendasi dari Kepala Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat

KabuPaten Katingan;
12. Rekomendasi dari KePala

KabuPaten Katingan;

g. KEtCNtUAN BAb VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN PASA1 13 AYAt

(2) dihaPus.

IO.KEtENIUAN BAb VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN PASA1 14
- - 

diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasa1 14

Selamba!-lambatny a 14 (empat belas ) h1.i kerja dipenuhinya

persyarar""---i.ril*"1 - 
sepag"lmana - dimaksud pasal 12

b"ru.ru.ar, ini, Bupati Katingan melalui -Badan 
Penanaman

ModalDanPerwlnanTerpadu-SatuPintuKabupatent<1[nsan
mengeluarkan Izin dengan menggunakan formulir model MB -4'

11. KEICNtUAN BAb VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN PASA1 15 AYAI

(1)diubah,".tir,ggaPasal15ayat(1)berbunyisebagaiberikut:

Pasal 15

(1)Perubahanatasdata,narnapertrsahaan/usahadanatau
alamat iempat usaha kepemilikan 6an lain-lain, wajib

mengajukanpermohonanperubahan-izinkepadaBupati
KatinganmelatuiBadanPenanamanModalDanPelayanal|
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan' d91San

menggunakan forrnulir model MB-3 dan MB-4

seUaliimana tercantum dalam keputusan ini;

Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan

pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalam
irerita Daerah Kabupaten Katingan'

Dinas Kesehatan

KasonganDitetapkan di
pada tanggalo
BUPATI

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
n16 November 2016

S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
pada
SEKI

NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH
NOMOR 118

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016


